BUFATI NATUNA
PROVINSI KEEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA BELANJA RUTIN OPERABIONAL SERKOLAH (BROE]
PERSONALIA DAN NONPERSONALIASEKOLAH DASAR [5D),
SBEECLAH MENENGAH PERTAMA (EMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS
|SMA)}, DAN SERGLAH MENENGAH KEJURUAN [BMK]

DI LINGEUNGAN FEMERINTAH DAERAH EABUPATEN NATUNA
TAHFUN ANGOARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

MENTMBANG: hahwa dalam ranpgka prlakssniaan Perataran
Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 lenlany Slarxlar
Nasicnal Pendidikan, maka perln  menctapkan
Perataran  Bupeil  ienlang  biaye Belanja Rutin
Operasional Sekolah ([BROS) Peraonalia dan  non
personalia Bekolah Dasar (SIY , Sekolah Menengah
Pertama [SMP), Sckolah Menengah Atas (SMA), dan
SekolahMenengah  Kejurnan (SMEK)di  Lingkunpan
Pomerintah Kabupaten Natune ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor -3 Tahun 1999, tentang
Pembentultan Kabupaten Pcolelawan, Kabupaten
Rakan Hulu, Kabuparen Hokan Hilir, Kabupsten Sk,
Kabupaten Earimuan, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingd dan Kola Batam {Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 19499  Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3002), sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2008 tentang  perubmban ketipa  atas  Undange-
undangMomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rolan Hula,
Fabupaien Rokan Hilr, Kabupaten Biak, Keipaten
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Karimmun, Kabupaten Natuna, HKabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batamn (Lembaran Negara Republik
Indonesin Taehun 2008 Nomaor 107, Tambahan
Lembaran Nepgara Republik Indoesia Nomor 4880}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang
Pembentukan Propinst Kepulsuan Fiau  (Letnbaran
Negars Republik Indonesia Tehun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran NWegara Republik  Indonesia
Moimor 4237

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuvangan Negara (Lembaran  Negare  Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambshaen
Lembaran Mepara republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2043 tentang Sistim
Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik
londonesta  Tahun 20032 Nomor Y8, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Normor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahh Dagrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126 dan Tambahan Lembaran
Negam Repuhlik Indoncsia Nomor 4438];

Undang-Undang Nomor 12 Tahwan 2011 tentang
Pembentulkars Peraluran Perundang-undanpgan
{Lestboran Negara Republik Indonesia Tabun 2011
Momor #2, Tambahan Lemberan Negars Republik
Tndonesin Komeor 5234);

Unelang-Unclang Nomoe 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5587
sehagrimena  telah diubah beberaps kali dengan
Undang-undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang
M'crubahan Kedus Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan
Letnbaran Negara Eepublik Indunesia Namor S673);

Peraturan Pemeritah Momeor 28 tahun 1990 lentang
"endidikan  Dusar [Lembaran Negara BRepublik
Indenesia tahun 1990 MNomor 36 dan Tambahzn
Letabaran Negara Republik Tndonesia Momor 43125;



Menetapkan

—————— e e =

8 Jff_'; AFRCORDNAS] |
E & '!ll:c‘:lli : F
| gt LT T, LA S J

9.  Peraturan Pemerintah Neomor 19 Tahun 2005 tentang

Seandar Nasional Pendidilken {Lembaron Negara
Pepublik Indonesta Tebhun 2013 Nomor 41 Tombahan
Lembaran Negara Republik Tndnnesia Nomaor 4496);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69
Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional
Noopersonalls Toahun 2009 unbuk  Sekolah
Dasar/Madrsvah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah
Menengrh Pertama /Wadrasyah Tsanawiyah
(SMP/MTs], Sckolah Menengah Atas/Madrasyah
Alivah [SMA/MA}, Sckolah Menengah Kejuruan [SMK)
Sekoleh Dasgar Luar Biasa (SDLB|, Sckolsh Menetigal
Perlama Luar Biase [SMPLE), Sekeolah Menenpah Alas
Luar Biasa (SMALB);

11. Peraruran Daerah EKabupaten Naluna Nomor 9 Tabun
2011 tentang susunan OCrgamisas dan Tata Kerfo
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Eabupaten Wamna {Lembaran Daerah Eabupalen
Naluna Tahun 2011 Nomor 9);

12, Peraturan Dacrah Kebupaien Natuna Momoer 1 Tahun
2015 tentans Anggaran Pendapatan dan Belamja
Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015,

MEMUTUSEAN

PERATURAN BUFATI TENTANG BIAYA BELANJA RUTIN
OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) SEKCLAH DASAR [SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (BMP) SERKOLAH
MENENGAH ATAS [SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SME) DI LINGEKUNGAN PEMERINTAH
KADUPATEN NATUNA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Thalarn Peraluran Bupatl ind yang dimaksud dengan:

1.

be

Pemeriniah Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupatcn
Nalung;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Nartue,

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan
leabuipaten Natuna,

. Bekolah Dasar [8D] adalah Sekolah Dasar Megeri vang

berada di bawah naungan Dinas Pendidikan  dan
Kebudoyaan Kabupaten Naturis,

Sekalebh Menengah  Pertama [SMP] adalabh  Sekolah
Menengah Pertoma Megerl [BMPR) yang berada d1 bawsh
paungan Dinas Pendidikan dan Kebudayvasn Kabupaten
Natuns;

Sckalah Menengah Atas (SMA] ndadab Sekolabh Menengah
Alas Negeri [SMAN) vang herada di bawah naungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Netuna,

. Sckolah Mencngah  Kejuruan (SME) adalah Sekolah

Mencngah Kojuruan Negeri (SMEN) vang berada di bawah
naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayean Kabupaten
Natuna:

Belanja Rutin Operasional Sckolan {(BROS) 5D, 5MP, BMA
dan SMK adelah hiaya vang diperlukan untuk membiaysi
kegatan operasional personalia dan non personalia pada
80, 5MP, 5MA, dan SMK sclama 1 (satu] tahun.

Pasal 2

. Peraturan  Bupati  lentang  Bieyve Belanja Rubn

Operasional Sckolah (BROS] dibuat bertujuan agar tepat
sasaran dalam mendukung penvelenggaraan  Wajib
Belajar 12 Tahun.

Pertangeungawaban Keuangan Dana BROS
dilaksanakan dengan Tertib Administrasi, transparan,
alcuntatel, tepal  sasaran dan terhindar  dan

penyimpangan.



Pasal 3

l. Dana BROS digunalkan uniuk membiayai Cperasionsl
Perzonalia dan Non  Personalia  persekolah/Program
Keahlian berdasarkan Tingkstan Sckolah 5T, SMP, 3MA,
dan SMK.

Bespran den alokasi biaya BROS yang dilerima Sekolah
glay Program Keahlian diator dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidiken Dan Kebudayaan kabupaten
MNahana,

3

BARE II
SEHOLAH PENERIMA BROS

Pasal 4

Sekoloh selolah  penerima  biays BROS  persomalia dan
nonpersonalia adalah sckolah-sekolah negeri vang berada
dibawah Tdinas Pendidikan dan Kebudavasn Kabupalen
MNaluna.

Pasal G

1. Curu dan Pepawad (TU] Honor Komite Sekolah yvang dapat
dibayar dengan dana BROS untuk tingkat Seltolah Dasar
(8D), Selolah Menengah Pertama (SMP),  Scholab
Menengah Alas dan Kejuruan [BMA/SME) adalah guru
dan pegawai (TU} honor komite selwolah yang sudah
melaksanakan tugas sckurang kurangnya selama 3 [tiga)
tahun dan dibulktilan dengan surat kepurusan  dari
seknlah fentang mengajar/beckenja, #lau yeng  sucdah
memiliki rekomendasi melaksanakan mengajar/ bekena
dari Krpala Dinas Pendidikan dan Kebudogman

£z Kabupatcn Natuna.

2. Dana BROS dapat diberikan kepada puru Tharan Dinas
vang sudrh selesal menjalani Pendidikan i FRIIPA
Universitas Pendidikan Indencsia (UFl) Bandung dan
mcndepatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

BAB IO
PERGOUNAAN BROS

Pasal &

1]. Penggunaan dana BEROS meliputi biaya personalin dan

e biaya non personalia
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Pengeunaen Biaya BROS non personalia melipac biaya
Alat Tulis Sckolah {ATS), biaya bahen dan alal habis
paleei {BAHP), biayva Peningkatan Mutu Pendidik, Biaya
Pemeliharaan dan perbaikan ringan, biays sarana dan
prasarans vang stfainya mendesak, biava daya dan jasa,
biava transporlasi, biayva konsumsi, biaya asuransi, biaya
pembinaan siswa,/ckstrakunkuler, biaya wji kompetensi,
biava praktek kerja industri, biayve welaperan, biaya
pendaltaran siswa bara, biaya pengadaan buku leks
pelajaran unbuk siswa;

Biaya Alat Tulis Sckolali {ATH) adalah biaya untuk
pengadaan alat Twlis Sckolah yang dibutuhkar untuk
petgelolaan sekolah dan proscs belajar,

Biava Bahan dan Alat habis Paka {BAHP) adalah biaya
unutk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum
IPA, alst-alst dan baban-bahan peaktiknem 1PS, alat-alat
dan bahan-bahan pratikum babasa, elat-alat dan bohan-
beahan pretitum Komputer, alat-alal dan bahan-bahan
pratikum  ketrampilan, alat-alat dan  bahan-hahan
olahrags, alat-alal dan hahan-bahan kebersihan, alat-alat
dan bahan-bahan kesehatan dan keselamaran, tinta,
stempel, toncr/tinta printer dan lain-lain vang habis
dipalkai dalam wraliu satn tahun ataa kurang;

Biava Peningkatan Mutu Pendidik adalah biavs yang
digunakan unmik  kegiatan Kelompok Kerja RKepala
Sckeolah (EKKS), EKelompok Kerja  Oura [KEG),
Musrawarah Curu Male Pelajaran  [(MGMP), secta
lemiatan lainnva vang sifatnya unluk peninglatan Muta
Perudidik;

Biava pemeliharaan dan perbaiksan ringsn adalah biaya
untuk memelihara den  memperbaiki  sarana dan
prasarana  sckolah  univk  mempertabonlkan  kaalitas
sarana dan prasarana sckolsh agar layak digunaken
sebagal tempat belajar dan mengajar,

Dinya si.ur'anh dan prasarana yang sifatnya mendesak
adalah segaln biava serana dan prasarana vang belum
dan atau tidak tersedia disekolnh dan keberadaanmya
sanpget diperlukan untuk progses helajar mengajar,

Biays daya dan jaza merupakan hiaya untuk membayar
langpanan daya dan jasa yang mendukung kegiatan
belajar mengajar & selolah scperti lstrk, wlepon, air,
don lam-lain;
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Bipya Transporiesi adalah biaya subsidivang digunabkean
uittuk  keperluan  pecielanan Dinas Pendidik, Tenaga
Kcpendidikan, den Posorta DHdik baik di delam maupus
diluar daeraks;

Biaya konsumsi adalah  biaya untuk  penyediaan
konammai dalam kegiatan sekolah vang fayvak disediskan
korsurnsi seperlt  rapat-rapat sckolah, perlombaan
schkolah dan lsin-laimn;

Biave asuransi adalah biays tembayar premi asuransi
untulk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik,
enage kependidikan dan peserta didik seperll asummns
kebakearan, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan
prakick kerja di indualrd, dan lain-lain.

Biaya pembinan wsiswa/ckstrakurikuler adalah  biaya
untuk menvelenggaraksan kegialan pembinaan sekolah
melalui  kegiatan ekstrakurikoeler seperli  Pramiuks,
Palange Merah Remaje {PMRE), Unit Ecschatan Sekoluh
TUKS), Kelompok Thniah Remaja (KIR}, Oletwapa Kesenian
(Seni dan Budaya}, Luomnba Bidang Akademii, Perpisahan
Kelas Terakhir, Pembinaan FKegiatan Keagamaan,
Bimbingan Belajar, torobossn- lerahosan writitk
menghedapi Ujian Nesional dan lain-lain.

Biayva Ui  Kompeiensi  adalah  biaya  untuk
menvelensgarakan ujian kompelensi bagi peserta didik
Sekolah Menengah Kojuruan (SME) yang alarn lulus,

Biaye prakiek  lkera  industry  [Prakerin)  adalal
hiayauniuk penyelengzarasn Prakiek Industri begi
poscria didik SMEK;

Biaya Polaporan adalah biaya untuk menyusun dan
mengirimkan laporsn sekolah/madrasyah lepada pihak
vang berwenang.

Biaya Pendaliaran Siswa baru adalah Biaya Adminisirasi
vang dibebankan kepada SBiswa baru seperti: Map Pulpen,
Krertas dan lein-lain serta biaya pendaftaran ulang,

Biaya PFengadasm Buku Teks Pelajaran untuk Siswa
adnlah Biaya vang diperluksan untuk mengadaken Buku
Tels pelsjuran yang wajib dimiliki oleh stswe sekurang
kurangnya 1 [San) Bulku dan maeing-masing Pelajaran.



18]. Biaya pengadaon buku Lembar Eerja Siswes solalah binys

vang tiperhakan vatuk mengadakan soal-soal Lembar
Keca Siawa.

19). Pengadasn bulku-buku Pelwgaran weks LBE disesuaikan

dengan kemampuan Anggaran BROS sekaolah.

Pasal T

Standar Pelayanan Minimel Sarana Buku [Pclajaran acsuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republilke
Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 enlang Standar Pelayanan
Minimal Pendidilean.

1.
A
3.
4.
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Seliap SDIMT menyediakan Buku Teks yang sudah
ditetapkan kelayakennva oleh Pemerintah mencakup
Mata Pclajaran Bahass Indonesia, Matematilea, [PA, 1P5,
dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan
saty set untak setiap peserta didik;

Setiap SMP/MTs menycdiakan buku teks yang sudsh
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup
scomiae Mata DPolajarun dengan perbondingan sah: set
untuk setiap peserta didik,

Setigp SMA/MA/SSME menyediskan buka teke yang
siklah  ditetapkan  kelayakannya olch  Pemernntah
mencakup semus Mala Pelajaran dengan perbandingan
satu sct untuk sctiap peserta didile

Setinp S0/ MI memiliki 100 judul bulu pengayaarn dan 10
bulou referensi dan sctiap SMP/MTa memiliki 200 judual
buku  peagavaan  dan 20 buku  refereom dan
AMA/MASSME memiliki 300 judul buku pengavaan dan
40 buku relerensi.

. Fagal &

Penggunaan Biaya BROS personalia melipuli  banioan
guru honar kamite dan honor pegaweal komile.

Bantuan Guru Hemor Koomte: adalah bantuan Biaya
Honor yang diporolch oleh Guru non PNS yang di
tetapkon dengan Surat Kepurusanoleh Pengurus Komite
Selalah sesuai kebubuhan Sekolah,
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Honor vang diperolel olel Pegawal non PNS yang di
totaphken dengan Surad Kepurusan olelr Penganis Koraite
Sekolah sesual kebulubian Sekalgh.

BAB IV
SISTEM PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BROS

Pasal ©

1. Besarnya biaya BROS Persvmalin dab non Personalia
vang i terima oleh masing-masing Sclolah ditetaplan
dengen  Kepulusan  Kepaln Dinas  Perdidikan  dar
Kebudayaan Kabupaten Mapana:

J, Biaya BROS Personalia dan non Personalia di salurkan
melalul Rekening masng-masing Sckolaly;

3. Biaya BROS Personalia dan Mon Persomalia dicairkan per
triwulan;

4, Mckanieme perlanggingjiawaban Bendahara pengeluaran
Dinas Pendidikan den Kebudayaan Kabupaten Natuna ke
Bendahara Umun Dacrah (BUD} dilekdkan  rnelelo
Tarnbahan Uang Nihil vang disampaikan pabng lambeat
S0 (Scmbilsn Puluh) Hari kerja.

BAB V
PERSYARATAN PENCAIRAN

Pagal 10

Biaya BR(OS Personaiia dan non Personalia dapat dicairkan
setelalt  sekolah-selolalh sebagal penetuna Biaya OROS
memenithi persyaratan beriloat:

1. Merniliki Rekening BANK atas nama Sckolah;

2. Untuk pencairan Biaya BRUS personalia dan non
persolanlis  pade. triwalan  berikotnya pihak sckolah
gelaku pengeuna dana  BROE  personaha dan
nonpersonalia harus menyampaikan laporan pertanggung
jawaban pengpunaan hiaya BROS Personlia dan non
Pesonlia pada uiwulan sebelumnya.

| 3. .Jike point 3 diatas tidak lerpenuhi maka pencairan dana

BROS triwulan berikutnya tidak dapart diproses.
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BARB VI
ORGANIBAS] PELAKEANA BROS DI TINGHEAT SERKOLAH

Pasal 11
Penanggungjawab BROS Tingkat Satuan Pendidikan:
L. Ketue merangkap penanggungjawsal
2. Bendabhsrs,
3. Ketua Komite gelealah

BARB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN BROS

Pasal 13

1. Untuk mengawasiPelaksaiman BROS ¢ Sekolah Dinas
Pendidivenn dan  Kebodayasn Kabupaten  Natana
menunjuk  Pongawas — Sckolah sesuai Didang
Pengawasannya dan Pempurus BROS Gngkal Kabnupaten.

2. Tim Pengewas BROS tinpgkat Kabupaten di 8K kan oleh
Kepala Dinas Pendiddikan dan kebudayaan,

BAR VIII
HKETENTUAN LAIN-LAIN

Paszal 13

Hal-hal yang belum diatur dalem Peraluran Dupati ini akan
diatur lebih lanjur dengan Kepotusan Bupsil den atan
Peraturan lainnya.

Pasal 14

Dhmpgan Ledakunya Peraburan Bupat i, Maka Perolunan
Bupaii Hotaor 33 Tabun 2014 tenlang Standar Baaya
Belanja Fulin Operasional Sckolah [BROB} Personalia dan
non  Personalia untk  Sekolah  Dasar  {80), Sckolah
Mcnengah Pertama (SMP) Sekolah Mencngah Atad (SMA) dan
Sckolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)] d4i lingkungsn
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Angpsran
20014 di cabut dan dinyaiakan tidek berlaku.
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BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupali ini mulai  berlaku  pada tangeal
divndanyionn.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabbean
penpundangan Peraturan Bupall ind dengan penempatannya
dalam Berita aerah Kabupaten Natuna.

Ditetaplkan di Ratiai
pada tanggal 1S Jwa 201§

BUPATI NATUNA
e
tid
Diundangksn di Ranai ILYAS SABLI
pada tangeal 15 JUnd @815 i
SEKRETARIS DAFRAH
EABUPATEN NATUNA,
SYAMBUREZON

BERITA DAERAH HKABUFATEN NATURA TAHUN 23015
NOMOR 33

[ PamA® KODRDINASI
!‘EfﬂF'TF

7 Y
vaIEETY

o




Luampiran Peraluran Bupals Nalna
:BE Talaww 20T
SIS o 2o

MNeanor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN NILAI DAR JUMLAH
BANTUAN GURU HONOR KOMITE DAN PENGURUSR BROS SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPTEN HATUNA TAHUN

I. Bantuan (turu Honor Komile

SATUAN | i
[Hﬂ PERDIDIK AN | JUMLAR || KETERANGAN
R SMA 1.000.000 |  Per Hulan
[ 3, SMEK | 1.0030.000 | Per Bulan
' 3 SMP ! 1.000.000 | Per Bulen
M . i B
! SO 1.000.000 | Per Bulan
| 1 i = At
2. Bantuan Pegwwni Honor Komile
| = '
| NO SATUAN Jumiab: (Bp) Keterangan
' FERNDIDIEAN
3 i 31-.{.:1 S TP
5 SMK 75000 Fer Bulsn
[ 5 e 750000 | Per Bulan
4 ap - 750,000 Per Bulan
i S [ e :
BUPAT| NATUMA
ILYAS SABLI
| P4RAT K00ADINAS)
L eE W g "y ]
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